GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI INSEMINASI BUATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN PROVINS! SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2001 tentang Susunan
Crganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, maka
untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian iugas dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai inseminasi
Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas
Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan
Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan periu
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sSumaiera
Selatan,

-

Mengingat . Undang-undang Ri Nomor 25 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah TingKat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun

1952 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang RI Nomeor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 355,
Tambahan Lembaran Negara Noimor 3041);

3. Undang-undang Rl Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838),

4. Undang-undang Rl Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Marmor 3848},



Menetapkan

5.

6.

7.

8.

10.

=t

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1899 tentang Perubahan
atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1898 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi -Sebagai
Daerah Otenom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Feraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangikat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Kenutusan Presiden Rl Nomor 44 Tzhun 1998 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Rl
Tahun 1898 Nomor 70);

Peraturan Daerah Provinsi Sumaiera Selatan Nomor 11 Tahun
2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2001 MNomor 2) sebagaimana teiah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1
Serie D),

Peraturan Daerah Provinsi Sumaiera Selatan Nomor 48 Tahun
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas {UPTD) di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2001 Nomor 30 Serie D).

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) BALAI INSEMINASI BUATAN DAN LABORATORIUM
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PROVINS
SUMATERA SELATAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan
1. Frovinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

€0

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4 Dinas Peiernakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Sumaiera
Selatan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana
Teknie Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium
Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera
Selatan.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai inseminasi Buatan dan
Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Petemakan Provinsi
Sumatera Selatan.

BAB Il
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelzksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi
Bugtan dan Laboratorium WKesehatan Hewan mempunyal tugas
memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan mani cair dan mani
beku untuk wilayah Provinel Sumatera Seiatan dan Provinsi lainnya
gerta melakukan pelayanan laboratorium kesehatan newan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balal
inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai
funasi |

a. penyiapan bibit sapi jantan ungguli;



. penampungan, pengujian dan pemrosesan mani sapl pejantan
menjadi mani cair dan mani beku;

C. pencatatan, penyeleksian dan penilaian mutu sapi pejantan dan
miutl mani;

d. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan hewan melalui
diagnosa dan pengamatan patelogis.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian

pelayanan administrasi kepada semua organisasi dalam lingkup
Balai Inseminasi Buatan dan Laberatorium Kesehatan Hewan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi keuangan:

¢. pehyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan
pembangunan,

d. pelaksanaan  pembukuan  administrasi  keuangan anggaran
pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;

€. pengelolaan rumah fangga dan perlengkapan Unit Pelaksana
Teknis Dinas;

f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

g. penyiapan bahan dan menyusun laporan berkala Unit Pelaksana
Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Seksi Pemeliharaan Ternak
Pasal 6

Seksi Pemeliharaan Temak mempunyal tugas melaksanakan
perawatan ternak, perawatan kesehatan ternak dan penyedizan
makanan ternak.



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
Keputusan ini, Seksi Pemeliharaan Ternak mempunyai fungsi -

a. perawatan ternak dan kandangnya;

b. perawatan kesehatan ternak pejantan;

c. penyediaan pakan dan hijauan makanan ternak.

Bagian Keempat
Seksi Penampungan dan Distribusi Mani
Pasal &

Seksi  Penampungan dan  Distribusi  Mani  mempunyal  tugas
melaksanakan penampungan mani cair dan beku, produksi dan
distribusi serta pencatatan dan pemantauannya.

Pasal 2

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8

Keputusan inl, Seksi Penampungan dan Distribusi Manl mempunyai

fungsi .

a. penviapan pejantan dan peralaian yang digunakan sebelum,
selama dan sesudah proses penampungan mani beku;

b. pelaksanaan proses produksi, pengujian sampai dengan proses
pendistribusian mani beku;

¢. pencatatan dan pemantauan mengenai ketersediaan dan
penggunaan mant beku di tingkat lapangan serla memantau
tingkat keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan berdasarken
laporan.

Bagian Kelima
Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan
Pasal 10

Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai fugas memeriksa,
mengamati dan mendiagnosa penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri,
virus dan parasit termasuk diagnosa secara patologis,

Pasal 11

Uniuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10
Keputusan ini, Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyal

fungsi :



a. pemeriksaan sample pada penyakit unggas, fernak besar yang
disebabkan oleh bakteri dan virus;

b. pemeriksaan sample parasit entomologi dan helmintologi;

c. pemeriksaan ternak besar dan unggas secara mikro dan malkro
patologik.

BARB [l
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan vang
nertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kepuiusan ini akan
ditefapkan lebih lanjut olen Gubernur sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
spadatanggal 26 Aprid 2004 v\ /

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang

padatanggal 1 Mei 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
MEWAKILI,
dto.

BENYAMIN LAKITAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 4 SERIED



